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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, 

dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut. 

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berada dalam kategori cukup baik, 

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berada dalam kategori baik, Orientasi 

Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah berada dalam kategori baik, 

Penggunaan Anggaran Keuangan Daerah berada dalam kategori cukup baik, 

Gaya Kepemimpinan berada dalam kategori cukup baik dan Komitmen 

Organisasi berada dalam kategori baik. 

2. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan terdapat tiga variabel yang 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan anggaran berbasis 

kinerja yakni variabel informasi pengelolaan keuangan daerah menunjukkan 

nilai koefisien jalur sebesar 0,379 dengan nilai t sebesar 1,779 atau P Values 

0,076. Nilai t tersebut lebih besar dari t tabel (1,66757). Hasil ini berarti 

variabel informasi pengelolaan keuangan daerahberpengaruh positif dan 

signifikan terhadap anggaran berbasis kinerja, diterima. Variabel orientasi 

tujuan pengelolaan keuangan daerah menunjukkan nilai koefisien jalur 

sebesar 0,617 dengan nilai t sebesar 3,067 atau P Values 0,002. Nilai t 

tersebut lebih besar dari t tabel (1,66757). Hasil ini berarti variabel orientasi 

tujuan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan 
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terhadap anggaran berbasis kinerja, diterima. Dan variabel gaya 

kepemimpinan menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 1.032 dengan nilai t 

sebesar 3,469 atau P Values 0,001. Nilai t tersebut lebih besar dari t tabel 

(1,66757). Hasil ini berarti bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap anggaran berbasis kinerja, diterima. 

3. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan tiga variabel yang berpengaruh 

positif namun tidak signifikan yakni variabel kompetensi sumber daya 

manusia menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,234 dengan nilai t 

sebesar 0.952 atau P Values 0,342. Nilai t tersebut lebih kecil dari t tabel 

(1,66757). Hasil ini berarti bahwa kompetensi sumber daya manusia 

memiliki pengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap anggaran berbasis 

kinerja, ditolak. Variabel penggunaan anggaran keuangan daerah 

menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,100 dengan nilai t sebesar 0,799 

atau P Values 0,425. Nilai t tersebut lebih kecil dari t tabel (1,66757). Hasil 

ini berarti variabel pengguna anggaran keuangan daerah memiliki pengaruh 

positif tetapi tidak signifikan terhadap anggaran berbasis kinerja, ditolak. 

Dan variabel komitmen organisasi menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 

0.046 dengan nilai t sebesar 0,354 atau P Values 0,724. Nilai t tersebut lebih 

kecil dari t tabel (1,66757). Hasil ini berarti variabel komitmen organisasi 

memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap anggaran berbasis 

kinerja, ditolak. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, maka dapat disarankan 

beberapa hal sebagai berikut. 

Kepada Manajemen pengelolaan keuangan daerah di Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu: 

1. Meningkatkan kinerja pengelola keuangan daerah yang dilihat dari aspek 

sumber daya manusia masuk dalam kategori cukup baik menjadi baik, aspek 

informasi pengelolaan keuangan daerah dari kategori baik menjadi lebih 

baik, aspek orientasi tujuan pengelolaan keuangan daerah dari kategori baik 

menjadi lebih baik, aspek penggunaan anggaran keuangan daerah dari 

kategori cukup baik menjadi baik, aspek gaya kepemimpinan dari kategori 

cukup baik menjadi baik, serta aspek komitmen orgainsasi dari kategori baik 

menjadi lebih baik.  

2. Meningkatkan kinerja anggaran dari aspek kompetensi sumber daya manusia, 

penggunaan anggaran keuangan daerah, dan komitmen organisasi yang 

ditandai dengan memberikan pemahaman pengguna anggaran terkait 

anggaran berbasis kinerja dengan memperhatikan keterkaitan dana publik 

dengan tujuan program mengingat kompetensi pejabat pengguna anggaran 

dalam hal pemahaman anggaran berbasis kinerja masih belum optimal serta 

memberikan informasi yang memadai, jelas dan akurat serta kemudahan 

akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang pengeloaan 

keuangan daerah. 
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